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BPK Nﬂal Freeport Berpoten& Rug]kan Negara

JAKARTA, SP - Badan Pemeriksa
Keuangan atau BPK memaparkan
audit terhadap kegiatan usaha per-
tambangan PT Freeport Indonesia.
Hasilnya, ada pelanggaran yang
dilakukan perusahaan tersebut,
sehingga berpotensi merugikan
negara hingga Rp185,02 triliun.
Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil
menyebutkan, pelanggaran ter-
sebut tercakup dalam dua aspek.
Yakni, penyalahgunaan izin peng-
~gunaan kawasan hutan lindung,
. serta perubahan ekosistem akibat
limbah hasil operasional tambang.
"Saya ingin katakan sampai
hari ini, setelah 333 hari BPK me-

nyampaikan hasil auditnya, tidak
ada tindak lanjut yang signifikan

dilakukan PTFI (PT Freeport In-
donesia). Action plan saja tidak.
Saya ingin mengatakan bahwa
PTFI tidak punya goodwill perso-

alan lingkungan di Papua ini,” je-
las Rizal di Gedung BPK RI, Senin

9/3). : /
_ Rizal mermc1kan, dar1 potensi

kemglan negara sebesar Rpl85

triliun akibat pencemaran ling-

~ kungan tersebut, sebesar Rpl66
triliun diakibatkan kerusakan ling--
kungan laut, Rp8,2 triliun pada’

ekosistem estuari, serta Rpl0,7 tri-

liun di pada ekosistem di darat.

Sementara itu, terkait penya-

lahgunaan izin penggunaan kawa-

san hutan lindung, BPK mencatat,

PTFI telah melanggar peraturan

: perundangan, karena - menggy-
nakan kawasan hutan tanpa me- |

miliki izin pinjam pakai kawasan

hutan seluas minimal 4.535,93

ha. Hal tersebut melanggar Un-
dang-undang Kehutanan Nomor

41 Tahun 1999 jo Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2004.
- "Kita prihatin-dengan pola s6-

‘perti ini. Mengenai hutan lindung, -

tidak ada yang dilakukan secara

signifikan dan tidak ada permo- .

honan baru, kelengkapan baru. 13
perusahaan asing yang berinves-
tasi di bidang mineral ini. Yang 12
mengikuti UU yang berlaku, kecu-
ali yang satu ini,” tegasnya.

Megki demikian, Rizal meng-
ungkapkan, temuan BPK ini tidak

memberikan dampak terhadap |
proses divestasi saham PTFI ke-
pada Indonesia yang saat 'ini te- -
ngah berlangsung melalui holding
pertambangan PT Inalum (Per-
Sero).

"Tidak berkaltan dengan e -
Tuasi atau proses divestasi secara | .
keseluruhan. Nanti, soal itu kita
mainkan di ronde ’berikutnya,”'
kata Rizal.. )

Selain itu, tambah dia, atas
dasar temuan tersebut BPK juga
telah merekomendasi kepada Ke-
menterian  Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan Kementerian
Energi-dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) untuk memberi sanksi ke-
pada PTFL. (viv/jee)
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